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Satu Rekanan
Dlblaclc List

Rekanan Yang
masuk daftar'
hitam, maka
perusahaan

tersebut tidak
bisa mengambil

pekeriaan selama
dua tahun.

BANGLI, NusaBali
Dinas Pekerjaan Umum

fPUl Baneli block list salah
iatu rekanan di tahun 2018'
Rekanan ini selama dua ta-
hun tidak bisa mengambil
pekeriaan di Dinas PU Bangli'
Sebelum diblack /ist, rekanan
ini sudah diberikan kesemPa-
tan menyelesaikan Pekerjaan
sesuai kontrak. Namun tak

beralamat di Jalan Angsoka
Nomor 2 LC Uma Lemeh Sema-

; apura.'Dalam men jatuhkan
sanksi black list, lnsPektorat
hanva sebatas memberikan
rekomendasi dan Pelaksana di
pengguna anggaran Yakni Dinas

i,u. D-it<atat<an, Inspektorat tidak
asal black list.TetaP memPelaja-
ri tahaPan sePefti memberikan
teguran, baik teguran Pertama
din kedua serta memberikan
ruang bagi rekanan menuntas-
kan pekerjaan

Diielaskan, rekanan Yang
menfambil kegiatan fisik un-
tuk iaringan irigasi di Desa

- Yangapi, (ecamatan Tembuku
tidak mamPu menuntasKan
pekeriaan hingga batas waktu
iesuai kontrak' "Sebelum Pe-
mutusan kontrak, Pengguna
anggaran sudah memberi-
kai-kesemPatan Pada Pihak
rekanan untuk menYelesaikan

juga mampu menYelesaikan
kewajibannYa.

Inspektur Bangli, I Ketut

Riang mengatakan Pada tahun

2018 ada satu rekanan harus

disanksi black lisf Yakni rekanan

pekerjaannYa," ungkaP Ketut
itiang. Hanya saja rekanan
tidak melakukannYa sehingga
pengerjaan kegiatan fisik seni-
iai Rp a17 iuta belum tuntas,"
bebernya.

Ketut Riang menambahkan,
bagi rekanan Yang masuk daf-
tar hitam, maka Perusahaan
tersebut tidak bisa mengambil
oekeriaan selama dua tahun.
;'sanksi btack list dilaPorkan ke

Lembaga Kebiiakan Pengadaan
Baranglasa Peherinuh (LKPP).

Kepali LKPP mengumumkan
penetapan black list melalaui

bdrtat 
-pengadaan 

nasional,"
terans Ketut Riang' Jika banYak

rekanln yang kena sanksi black
i iii menini u"t t<an kegiata-n atau
program tidak sukses, kemudian
hal tersebut merugikan Pemer-
intah, lantaran aPa Yang sudah
dirancang tidak berialan sesuai

harapan.6r es
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Tender II Proyek Eskalator
Pasar Gagal

Pasar Semarapura, Klungkung, akan dibangun berkonsep pasar modern.

SEMARAPURA, NusaBali
Tender tahap II proyek

pangadaan eskalator (tangga oto-
matis) di Blok A Pasar Semarapura,
Klungkung, kembali mengalami
kegagalan. Pengumuman tender
tahap ll dilaksanakan 9 - 16 Janu-
ari 2079. Dari 18 rekanan yang
mendaftal hanya satu rekanan
mengajukan penawaran.'

"Namun satu rekanan ini tidak
memenuhi persyaratan tender,"
ujar Kepala Bagian Administrasi
Pengadaan Barang dan Jasa, Setda
Klungkung, Anak Agung Gede
Lesmana, kepada NusaBali, Ka-
mis (31/1). Kata dia, dokumen
Denawaran tersebut masih dikirim
dinas terkait. Dinas tersebut akan
menginfokan kepada Unit Layanan
Pengadaan (ULP) Pemkab Klung-
kung selaniutnya dilakukan proses
tender lagi.

Mengenai minimnya rekaann
yang rnengaiukan penawaran
untuk ikut tendel Agus Lesmana
mengaku belum tahu penyebab

pastinya. Proyek pengadaan eska-
lator ini dianggarkan Rp 1,5 miliar
dengau harga perkiraan sendiri
[HPS) Rp r.499.313.299. Nilai ini
satu paket dengan pemasangan
CCTV (closed circuit televisionl
atau televisi pengintai dan sound
system. Tender tahap I dilakukan
18 - 31 Desember 2018, tapi gagal.
Karena dari tuiuh rekanan yang
mendaftaI tidak ada yang menga-
jukan penawaran.

Agus Lesmana menambahkan,
nihilnya rekanan yang mengaiukan
penawaran ini diperkirakan karena
rekanan penyedia eskalator ini lebih
banyak mengarnbil proyek swasta.
Rekahan ini kebanyakan ada di luar
Bali, khususnya Jawa. Sedangkan
jumlah lekanan bidang eskalator di
Bali masih sangatminim, hanya ada
satu rekanan. "Kami akan melaku-
kan analisis, apabila tidak ada rekan-
an yang mengajukan penawaran
pada tahap kedua ini," ujarnya.

Kata Agus Lesmana, sesuai
Perpres 16 Tahun 2018 tentang

Peraturan Pengadaan Barang
Dan Jasa Pemerintah, masih bisa
dilakukan pengumunan tender
proyek ini hingga ]uni-Juli 2019.
Hanya pembangunan BlokA Pasar
Semarapura berdesain modern ini
ditarget rampung saat moment
HUT Kota Semarapura, HUT Pupu-
tan Klungkung, dan Festival Sema-
rapura, 2B April 2019. "Setelah
ada penawaran itu pun kembali
berproses selama sebulan, baru
bisa pengerjaan proyek dengan
batas waktu 180 hari," katanya.

Sebagaimana diketahui, Pasar
Semarapura Blok A dibangun
kembali dengan APBD Klungkung
tahun 2018 sekitar Rp 11 miliar
sudah kelar Desember 2018. Ke-
pala.Dinas Koperasi, UMKM dan
Perdagangan Klungkung Wayan
Ardiasa mengatakan Blok A Pasar
Semarapura akan disulap menjadi
pasar tradisional berkonsep pasar
modern. Dengan meniual produk
UMKM, seperti hasil kerajinan
rumah tangga. 6. wan
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ILagi, Pembangqla

BS l\ytJdah Tabangn Molor
Akibat Gagal
Tender
TABANAN-Pembangunan

Rumah Sakit Nyitdah di Desa

Nyitdah, Kediri, Tabanan
dipastikan molor. Pasalnya
pembangunan rumah sakit
tersebut terus mengalami ga-

gal tender. Awal gagal tender
pada 12 September 20lB lalu,
karena 40 penawaran tidak
memenuhi syarat. Nah, gagal
tender untuk kedua kalinya
disebabkan oleh harga pen-

awaran melebihi nilai total
HPS (Harga Perkiraan Sendiri).
Akhirnya dinyatakan gugur.
Kepala Bagian Humas

Pemerintah Tabanan, I Putu
Dian Setiawan mengatakan,
RS Nyitdah gagal tender yang
kedua kalinya karena total
harga penawaran dari PT PP

(Persero) TBK setelah koreksi
aritmatik melebihi nilai total
HPS. Jumlah penawaran
sebesar Rp 200 miliar lebih.
Sementara setelah koreksi
aritmatik adalah Rp 207 miliar
lebih. Sehingga dari jumlah

itu melebihi HPS dengan
perbandingan 103,3 persen
dan dinyatakan gugur.
"Gagal tender tersebut

diketahui lewat surat dengan
nornor 027 /053/Pokia
Pemilihan l/LPBI/2019
tanggal 9 Januari 2019. Perihal
pemberitahuan tender paket
pekerjaan pembangunan
BRSUD Tabanan dari Pokja
Pemilihan I Bagian Layanan
Pengadaan Barang dan l.asa

Setd'a Kabupaten Tabanan,"
terangnya.

Putu Dian menambahkan,

proses tender pembangunan
Rumah Sakit Nyitah dengan
pagu anggaran sebesar Rp
201 miliar ditangani oleh
Kelompok Kerja (Pokja)
Pemilihan I pada Bagian
Layanan Pengadaan Barang
dan |asa Setda Tabanan
melalui bebeberapa tahap.
Dari hasil tender tentang

kriteria evaluasi jumlah
penawaran, yang dinyatakan
memenuhi syarat adalah PT
PP (Persero) TBK. PT tersebut
menempati peringkat I
dengan nilai 96,13. Tetapi

setelah diproses kembali
oleh tim Pokja I melalui
proses artimatik terhadap
penyediaan barang dan
jasa yang telah memasuki
penawaran harga yang sesuai
dengan ketentuan dokumen
ternyata PT PP (Persero) TBK
melebihi HPS. "Sehingga
dinyatakan gugur dan
pembangunan RS Nyitdah
harus gagal tender kembali,"
irnbuhnya.
Sementara itu, Kepala

Bidang Pembangunan
Gedung Dinas Pekerjaan

'Umum Penataan Ruang
Perumahan dan Kawasan
Pemukiman (pUpRpKp)
Tabanan Kadek Faridatini
Sueca mengakui jika
pembangunan RS Nyitdah
gagal tender kembali.
Anggaran pem bangunanan

RS Nyitdah Rp 201 miliar.
Pemerintah Tabanan
melakukan pinjaman kepada
PT SMI dengan masa pinjaman
selama 8 tahun. pembayaran
pun dengan cara dicicil.

. "Mengapa harus piniam,
karena keuangan daerah

IuP1"u" yang minim yang
tidak mencukupi,,, kati
Faridatini.
Lanjutnya, meski molor

pembangunan RS Nvitdah
akibat dari gagal tender.
Pihaknya akan terus
membuka kembali lelang
proyek pembangunan
RS Nyitdah. ,,lika ierjadi
kembali gagal render,
rencananya kami akan
melakukan penunjukkan
rangsung untuk pengerjaan
pembangunan RS Nyitdah,"
pungkasnya. (uli/dot)

Eclisi r J.trnal, t {eb 
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Tabanan (Bali Post)
Proyek pembangunan RS Nyitdah di Kecamatan

Kediri, kembali mengalami gagal lelang.Ini adalah
kali kedua prdyek tersebut gagal lelang. Kegagalan

ran total
sendiri (
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me.ngungkapkqn, Opp_ te$glt Setd*a Kabupaten T-abanan..tqlam hal ini Dinas plIpRKp llt""."g[""-f"Uifr-"i".i,
3f31,m^ela$apalanpengkajian pro 

" ". 
- 
f a", Jt"- ;;;t;;:urang rcrhadap perencanaan gunan RS Nyitdah denganproyek tersebut. "Setelah itu fagr., anggaran sebesar"Rp

barulah nanti akan di ta kukan z o I. ooo.-o-oo-. 06 0 d i;;;;;i
f:19:r ylanc, kareru prosesnya oleh p"Lj" E-if,fr#;';;e;
luT3, "t9r-usuk 

penyesuaian Bagian Layanan pengadaan
nar€a," terangnF. Barang dan Jasa Setda Ta_
, Mer1u1.utlya, gagal ten- bananilelaluibef"r"pui.frao.
cter teqadi akibat total harga Tahapdimaksuddiantaranyi,
penawaran dari PT p_p (per- pengumuma" pr" t"aUiiial
sero) Tbk, setelah korek1r,glrj- ii, fendafta""ii, lfu.ifif.".i," mati-kmelebihinilaitotalHpS. evaiuasi t""fnti..i, i;il"i:
{yglahnenawaransebesarRp tian kualifiktri G;6;;;200.550.662-504,28. Sedang- dan pembang.rrr", fra.if p"-
kan setelah koreksi aritmatfu akualifikasi,-'d;;;i.A'{"{;-
sebesar Rp 207.590.b00.b29,86. men pemitihin, ii"rnf ""G],",Jumlahnyq melebihi HpS penjelasan, upload dokumen
dengan-perbandingan 108,8 penawaran, fembukaandanpersendandinyatakangugur," evaluasi penawaran fite danungkapnya. pengumuman peringkat tekni;
^ t qbtn. lanjut pejabat asal sertapembukaandinevaluasi
Pe-nebel rru menyebutkan, ga- penawaran fle.gal tender tersebut diketa[ui Kemudian dari tahapan
l€wat surat nomor O?TlOEBl tersebut,lanjutDianSetiarian,
Pokja Pemilihan 1/LPB.I/2019 pada berita acara hasil tenl
terta-nggal 9 Januari 2019 der tentang kriteria evalu_
prihal p_emberitahuan tender asi jumlah penawaran yang

, Kepala Bagian Humas Set- RSUD Tabanan dari pokia

*:.1*g:I l3j,y,D, 
ran s9- pemilihan 1-riA;L;#;

paketpekerjaanpembangunan anyatat an ;;;;""hi;;;?

adalah PT PP (Persero) Tbk.
PT tersebut menempati per-
ingkat 1 dengan nilai 96,13.ingkat 1 dengan nilai 96,13.
"Setelah diproses kembali oleh
tim Pokia 1 melalui proses ar-tim Pokja proses ar-

Nyitdah masih berupa Unit
Pelayanan Teknis (UPT) di
bawah Dinas Kesehatan. Ter-
dapat dua gedung yang telah
rampung dan satu gedung
dalam tahap penyelesaian.
Untuk bisa menjadi RS tipe C,
masih dibutuhkan empat ge-
dung lagi. Untuk itu, Pemkab
Tabanan melakukan pinjaman

. 
daerah multiyears ke PT SMI
senilai Rp 201 miliar.

Namun karena kenaikan
harga mechanical, electrical
dan plu nr bing (MEP) akhirnya

dilakukan perubahan MoU
yang menyatakan, anggaran
hanya bisa untuk pembangu-
nan tiga gedung (C, F dan G),
penunjang dan saniter serta
penataan halaman. Pemban-
gunan ditargetkan rampung
tahun 2020. Sementara kega-

timatik 
-'terhadap 

penyediaan
barang dan jasa yangtelah me-
masuki penawaran harga yang
sesuai dengan ketentuan doku-
men, ternyata PT PP @ersero)
Tbk melebihi HPS," terangnya.

Seperti diketahui, Pemkab
Tabanan berupaya mengopera-
silan RS Nyitdah yang telah
berdiri sejak lama. Saat ini RS

galan tender pertama terjadi
pada September 2018. Saat
itu penyebabnya adalah tidak
adanya rekanan yang me-
menuhi kualifikasi. Padahal
ada 40 rekanan yang mendaf-
tar. (kmb28)
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Dipidana Kasus Korupsi,
_ Staf Balsu{1-P1pe9?!_

$bb .. lF$nff ldl

BKN).i.ifin la.njut 9"c,i:::

Eclisi

Ftal 7

Tabanan (BaIi Post) ' t ---- r:r^r- L '
IKetutsuryanatelahresmidiberheTtikandengan-tidakhormatsebagaiA'SN'Pemberhen-

tiari itu menyusul t.'ti'i"iiiit-iv"u"p"i"r""-tt,tk.r- atas yang beriangkutan. survana

i"i"ft aiuo"ii hakim atas kasus korupsi'

' Kepala BKPSDM Tabanan I 2019. Sesuai mekanisme, ASN perumahan,,,terangnya, Jumat

wayan sugatra -"";;;;;k;", yang terlibat kasus korupsi ha- (1/2) kemarin.

Survanasebelumnya;;ffi;f; 
";t;"d"heit;J"otittttdliakhir 

Menurut Sugatra' tim pen-

staf Badan r"'"rgJ;'ilffi;i !;l;.fi4iil..Jt"p"t"san itu. esakan disiplin PNS sudah

(Bakeuda)yaneuert,rl?ffiiii aft-J"i"tu"' mllakukan Iangkah menvam-

pBB-p2 dan BpHTB lffi;;;; 
-' 'C;;;;;omatis pembayaran paikan telaah kepada pimpinan

Kerambitan dan Selemadeg g":ialp"ti,J.""*.,i"it-"i"nt"i."pp daerah. Telaahan ini sebagai

Timur.DiaresmiaiU".fr".riilui ft6-oi ii t"trrr,2017 tentang bahan pertimbang"" 
","-t-]^\

sebasai ASN pada ii;;;;;i Mana;emeri FNS. pe"tiun jugi mengambil keputusan sesual

ralu, karena t"p.rt,rEa., i;;;;;ii tla"r..hupii. H;t";;;;tl;;;it- peraturan perundang-undan-

dikeluarkan pua" ii;;;;;;i ;; h"':i;";-.1rt" tabungan gail berlaku seperti UU No' 5

- Lebih lanjut Sugatra

*: *i *:5:*; "i:"xi If $; il;;5i{ ;;;t"n eeEabah dalam
;;i;d;ff;4ai ttlc,as; F."!:l'melaksanakan tugas' st
Jiui". -"""ka melekat 24
,"r. *-looi dalam undang-ul
ilffi;;";k; melJkat 24 jam'
;ffi ;ia s' e;Iam undang:l'$".1q
*[iii["g"' diatur' *dilil-::I."
"ffiil?;c* 

ai"t""' sedikit saia

iJtriu'"i ttPikor, saat "Fli":.\
i:;d;i:c,{n; 

u'n"""'"'

Tahun 2014 tentang ASN' PP

N". t1 Tahun 2017 tentang
iut"u"ui"-"" PNS dan SKB tiga

f,: :'fi'"',lHil" "fr b ?:tf ?#f;
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Awasi Distribusi Bansos

Polres Bentuk Tim Penda: ar]^

I

: Sautu, I Frbrw.r lorf
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PENGAWASAN BANSOS -_Jajgran porres Jembrana merakeanahan rarapat koordinaei
*::z::,,!!*!:!j: !::!:!r,::rvl.'."vp;;;; ;i;;-;;i;;;';;;fr;';;;:;t,;z;;;i;;;
pengowaaan penyoluran bansoe (bantuan eoeiat).

Tim pendistribusian ban- update data masyarakat tersebut diberikan bansosr yang sudah dibentuk di setiap tiga bulan. Iiu untgk yu"e diau.u"r.a" p"a^-r."-sos vang sudah dibentuk di setiap tiga bulan. Ii-u untgk yang didasa*il;"4;-k;-masing-masing kecamatan menentikan masih t"vit inaripuarvperekonomianma-akan mengecek dan meng- atau tidakny. -..y"tuk"i .v.r:"'n.t t"rr"l"i. tt-li*"

Bali Potukmb
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pemerataan masyarakat
yang membutuhkan.

Selanjutnya Kompol Made
Prihenjagat menekankan
agar pendistribusian bansos
ini dapat dilakukan secara
merata dan tepat sasaran,
serta sesuai dengan data
real di lapangan. Jangan
sampai masyarakat miskin
yang seharusnya berhak
mendapatkan bansos malah
tidak dapat, begitupun seba-
liknya. "Apalagi sekarang
masuk dalam masa-masa ta-
hun politik, sehingga harus
lebih selektif," jelas Kompol
Made Prihenjagat.

Plt. Kadis Sosial Koemala
Dewi mengatakan pendis-
tribusian bansos ini akan
dilaksanakan di setiap keca-
matan yakni Kecamatan Pe-
kutatan, Kecamatan Men-
doyo, Kecamatan Jembrana,
Kecamatan Negara, dan
Kecamatan Melaya. Bansos
yang akan diberikan beru-
pa uang tunai yang akan
didistribusikan dengan cara
mentransfer saldo ke reken-
ing ATM masyarakat yang
sudah tercantum/terdaftar
namanya di daftar statis-
tik yang layak menerima
bansos.

Negara (Bali Post) -
Rentannya bantuan. sos-

ial (bansoe) disalahgunakan
untuk kepentingan politik,
membqat'distribusinya ha-
rus beuar-benar diawasi.
Mulai dari penetapan pi-
hak yang berhak meneri-
ma hingga penyalurannya
agar tepat sasaran. Untuk
melakukan pengawasan
tersebut, jajaran Polres
Jembrana akan melakukan
pendampingan.

Demikian terungkap saat
Kapolres Jembrana yang di-
wakilki Kabag Sumda Polres
Jembrana Kompol I Made
Prihenjagat yang didam-
pingi Kasat Binmas Polres
Jembrana AKP Dewa Gede
Kartika melaksanakan rapat
koordinasi dengan Plt. Kadis
Sosial Koemala Dewi beserta,
instansi terkait di Kantor
Dinas Sosial Pemkab Jem-
brana, Kamis (31/1) siang.

Kompol Made Prihenja-
gat mengatakan pembentu-
kan tim pendampingan ini
muncul berawal dari adanya
MoU antara Kementerian
Sosial dengan Kapolri. Di
mana Polri diminta untuk
mengawal bansos tersebut
agar tepat sasaran sesuai
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SINGARAIA" TRIBI]N BALI .

Muhammad Ashari terancam
diberhentikan sementara
dari jabatannya sebagai
Perbekel Celukan Bawang
lantaran menyandang status
tersangfa atas dugaan kasus
tindak pidana korupsi. Dinas
Pemberdayaan Masyarakat
Desa (PMD) disebut-sebut
telah mengirimkan surat
kepada Bupati Buleleng
perihal kajian pemberhentian
sementara itu.

Kepala Dinas PMD
Buleleng Made Subur,
dikonfirmasi Jumat (l/2)
mengatakan, pihaknya me-
mang telah menerima surat
penegasan status hukum
Ashari dari penyidik Kejak-
saan Negeri Buleleng dengan
nomor surat B-176/P. l. I l/
Fd. l/01/2019 tanggal 2l
Januari 2019. Pihak peny-
idik menyebutkan Ashari
telah ditetapkan sebagai ter-
sangka dalam tindak pidana
korupsi penyalahgunaan
dana ganti rugi gedung kan-
tor Desa Celukan BawanA
tahun 2014.

Atas surat penegasan
status hukum tersebut, Di-
nas PMD Buleleng melaku-
kan penelaahan. Selama
melakukan kajian itu, kata
Subur, timnya berpegang
pada UU No. 6 Tahun 2014

MADE SUBUR

tentang Desa, PP No. 43
Tahun 2014 tentang per-
aturan pelaksanaan, UU No.
6 tentang Desa dan telah
diubah dengan PP No. 47
Tahun 2015. Termasuk pula
berdasar pada Permendagri
No. 82 Tahun 2015 tentang
Pengangkatan dan Pember-
hentian Kepala DeSa, dan
Perda No. 10 Tahun 2006
tentang Tata Cara Pemilihan
Pelantikan dan Pengangka-
tan Perbekel.

Khusus Pasal 32 ayat (l)
Perda No. 10 Tahun 2006
mengatur bahwa perbekel
yang berstatus hukum
sebagal tersangka dalam
tindak pidana korupsi,. ter-
orisme. maker. dan tindak
pidarla terhadap keaman-

an negara diberhentikan
sementara dari jabatannya.

Di samping itu, imbuh
Subur, pihaknya telah men-
gusulkan kepada bupati
untuk menunjuk pelaksana
tugas (plt) Perbekel Celukan
Bawang. 'Surat kajian itu
sudah kami serahkan kepada
Bupati per Rabu (30/l) ke-
marin. Saat ini kami tinggal
menunggu petunjuk dari bu-
pati saJa. Kami memberikan
dasar pertimbangan sesuai
dengan ketentuan yang ber-
laku. Kami usulkan sekdes
untuk melaksanakan tugas
sampai masa i'abata. pir-
bekel habis.,Ya secepatnya
mekanisme dan proses harus
karni lakukan," jelasnya.

Sementara itu, Bupati
Buleleng Putu Agus Surad-
nyana mengaku belum men-
gambil keputusan terhadap
Ashari karena masih disi-
bukkan dengan tugas dinas
sehingga belum mempelajari
hasil telaah staf yang dikldm
Kepala Dinas PMD Made
Subur tersebut.

Meski demikian, pria yang
akrab disapa PAS ini men-
gatakan, kasus hukum yang
menJerat Ashari harus ber-
jalan sesuai mekanisme den-
gan benar. "Jujur saya belum
baca, sebentar akan dibaca,"
ujarnya singkat. (rtu)
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Kajari Enggan Berkomentar
KATARI Buleleng, Wahyudi, saat dihubungi me
lalui saluran telepon selulernya, enggan berko
mentar terkait kelanjutan proses hukum Asha-

ri. "Waduh teknisnya coba ke Kasi Pidsus saja
ya," ucapnya.

Kasi Pidsus Kerjari Buleleng, Wayan Genip
pun saat hendak dikonfirmasi tidak meng-

angkat telepon wartawan Tribun Bali'
Seperti diketahui, Ashari terbuKi meneri-

ma uang sebesar Rp 1.2 miliar dari PT Gener-

al Energr Bali (GEP) PLTU Celukan Bawang pada

2014 silam. Uang itu diberikan sebagai bentuk

tukar guling lahan kantor Desa Celukan Bawang

v"nE Oirr, F"trokasi di Banjar Dinas Pund'uk€n'

Lahin kantor desa itu terkena relokasi pemba-

ngunan PLTU Celukan Bawang'*Berdasarkan 
hasil penyelidikan, dana Rp 1'2

Miliar itu justru masuk ke rekening pribadi mi-

lik Ashari, bukan ke rekening milik pemerin-

tah Desa Celukbn Bawang. Selanjutnya, kan-

tor Desa pun berpindah tempat dan dibangun di

Banjar Dinas Celukan Bawang dengan anggar-

an sebesar Rp1 Miliar. Pengerjaannya dilaku-
kan oleh CV Hikmah Lagas tanpa melalui proses

tender alias dltunjuk secara pribadi oleh MA'

"Dana itu idealnya kan masuk ke kas desa'
Ternyata masuk ke rekening pribadi MA-

Pelaksana ditunjuk dengan nilai Rp 1 Miliar'
Tersisa lagi Rp 200 juta yang katanya digu-

nakan untuk kegiatan lain, yang sampai saat
ini bilum bisa dibuKikan. Katanya Rp 200
juta itu dipakai untuk beli pintu dan lain se-
tbagainya, tapi bukti pembelian barang itu ti-
dakada," beber Kasi Pidsus Kejari Buleleng'
Wayan Genip saat ditemui di ruang kerjanya

Rabu (16/1). (rtu)

,,1,1rfitiii.;,,,
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Suryana Diberhentikan
dengan Tidak Hormat

TABIINAN. TRIBTNT BALI
- I Ketut Suryana yang se-

belumnya tersandung ka-
sus kompsi PaJak BPHTB
resmi diberhentikan dengan
Udak hormat oleh Pemkab
Tabanan sejak 3l Januari.
Pemberhentian tnl menga-
cu pada keputusan inlrah
yang memvonis Suryana
penjaraItahun8bulan.

Kepala Badan Ke-
pegawaian dan Pengemban-
gan Sumber Daya Manusia
(BKPSDM) Tabanan, I
Wayan Sugatra menjelas-
kan, Suryana diberhentikan
secara tidak hormat seJak
keputusan inkrah pada
l8 Januari 2019. Dalam
Peraturan Pemerlntah (PP)

Nomor I I Tahun 2Ol7 ten-
tang ManaJemen Pegawai
Negeri Spil (PNS), disinggung
tentang pemberhenflan PNS

secara tidak lpnnat.
'Jadi, krlteria PNS yang

diberhentlkan ttdak dengan
hormat apabila melakukan
penyelewengan terhadap

3;
Jadi, kriteria PNS
yang diberhenti-
kan tidak dengan

hormat apabila
melakukan pe-

nyelewengan.

I Wayan SuElatra
Kepala BKPSDM Tabanan

Pancasila dan Undang-Un-
dang Dasar Negara Repub-
lik Indonesia Tahun 1945.
Seperti salah-satu conto-
hnya adalah telah dipidana
dengan pidana penjara aLau
kurungan berdasarkan pu-
tusan pengadtlan yang telah
memililid kekuatan hukum
tetap,' Jelas' Sugatra, Jumat
(r/2).

Sugatra menyebutkan
keputusan yang sudah
inkrah memvqnis mantan
PNS di Badan Keuangan
Daerah (Bakeuda) Tabanan
divonis dengan hukuman
I tahun 8 bulan sejak 18
Januari 2019 lalu. Setelah
diberhentikan tidak dengan
hormat, Suryana praktis tak
mendapatkan pensiunan,
melainkan hanya mendapat
Tunjangan Hari Tua sesual
dengan masa kerJa.

"Jadi yang bersangkutan
hanya mendapat THT saJa

sesuai dengan masa ker-
Janya. Selain itu tidak mem-
peroleh apalag," tandasnya.

I Ketut Suryana meru-
pakan oknum PNS di Badan
Keuangan Daerah Taba-
nan yang tersandung kasus
korupsi paJak Bea Per-
olehan Hak atas Tanah dan
Bangur4n dan PaJak Bumt
dan Bangiuhan Perdesaan
dan Perkotaan d€ngan total
kerugan negara sentlat Rp
138juta leblh. (DDr)
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Negara (Bali Post) -
I\{eski pengerjaan telah selesai

namun hingga kini Kebun Raya Ja-
gatnata belum di-lauhching secara
resmi. Tetapi baru sebulan berjalan
pascaselesai, beberapa bagian kebun
raya itu'sudah mengalami keru'
sakan.'Dari pengamatan Minggu
(3/2) kemarin, selain bagian orna-
men jembatan kayu yang rusak, satu
dari dua pintu gerbang di bagian
depan berbentuk bundar dari kayu
juga sudah tak berfungsi. Padahal
pintu berukir yang mencirikan khas
KR Jagatnata itu baru diPasang
beberapa bulan yang lalu.

Dari pengamatan sebelumnya, se'
jak selesai dibangun Desember lalu,

benarnya belum boleh warga masuk
kecuali kepentingan sembahyang ke
Pura Jagatnata. Tetapi belakangan
warga bisa leluasa masuk baik seka-
dar untuk berfoto maupun melihat
kondisi taman yang telah ditata'

Pembangunan KR Jagatnata ini
melalui beberapa tahap. Terakhir
tahun 2018 lalu, proyek senilai RP
I0.232.942.000 bersumber dari
APBN Kementerian Pekerjaan

Pcstl

PINTU RUSAK - Pintu gerbang KR,Iagatnata berbah""7::rTH;:
ngalami herueahan eehingga tidah biea d.ibuka-tutup.

Umum dan Perumahan Rakyat
(PUPR) Satuan Kerja (Satker) Pe-
nataan Bangunan dan Lingkungan
Provinsi Bali. Sejumlah objek yang

dikerjakan, di antaranya wantilan,
akses jalan dan pembersihan areal
Kebun Raya hingga pemasangan
relief berbahan batu lahar mengel'

ilingi Pura Jagatnata. Termasuk
penataan di bagian depan, yakni
pintu gerbang berbahan kayu.

Selain pengerjaan yang bersum-Selain pengerjaan yang bersum-
r dari APBN, juga ada tamba-ber dari APBN, juga ada

han pekerjaan yang bereuuhan pekerjaan yang bereumber dari
APBD. Di antaranya pengadaan
instalasi listrik senilai Rp 471 juta
oleh PT Cahaya Bintang Electiicirl.oleh PT Cahaya Bintangv4uqJ q

Dari informasi Satker beberapd
waktu lalu, setelah pengerjaan'se-
lesai, rekanan juga masih memiliki
tanggungan masa pemeliharaan
selama enam bulan. Termasuk
bila ada bagian yang rusak, masih
menjadi tanggungan pihak rekanan.
Proyek ini sejatinya juga sempatProyek ini sejatinya juga sempat
mengalami keterlambatan dari ba-mengalami keterlambatan dari ba-
tas waktu yang ditentukan, yakni
pertengahan Oktober. Namun padapertengahan Oktober. Namun pada
pertengahan Desember lalu, be-
berapa titik yang belum dikerjakan,
akhirnya bisa rampung seperti
wantilan dan relief.

Sementara itu, Kepala Dinas
Lingkungah Hidup (LH) Jembrana tr

Ketut Karyadi Erawan dikonfirmasi
warta$an pengatakan, hingga saat
ini, pengerjaanyang sudah rampung
itu masih di bawah Satker dan belup
diserahkan ke Pemkab Jembrana
selaku pengguna. (kmb26)
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Tabanan (Bali Post) -
Nlencegah kecurangan

vans dilakukan Pedagang,
blnis Perindustrian dan
Perdagangan (DisPerindag)
Kabupaten Tabanan me'
lalui bidang terkait keraP
melaksanakan tera ulang
timbangan di Pasar tradis'
ional. SayangnYa PelaYanan
tera ulang tahun ini,hanYa
bisa menYasar trga Pasar
tradisional. Hal ini lanta-
ran Disperindag terkendala
minimnya anggaran.

Sepeiti disamPaikan Ke'
pala Disperindag Tabanan I^Gusti Nvoman ArYa Ward-
ana didampingi KePala
seksi pelavanan tera dan
tera uling Ni Pntu Erna Su-
santi, Minggu (3/2) kemarin,
kegiatan tera mengacu Pada
UU No. 2 Tahun 1981 ten-
tang Metrologi Legal. Bagi
uane kedaPatan melang-
ea" ikatt dikenakan sanksi
ilda.ra p""jT1 -uk.i-tl_l

Minirn Anggaran, Tera Ulang
Hanya Sasar Tiga Pasar

ucapnya. melakukan tera ulang. Tahun ,
Merru-rutnya, Pasar lajera ini jangkauan kami"sed'ikit,

tengah dip,ersiapkan sebagai bahkan untuk penebel dan
pasar tertib ukur ahun 2019. Marga bel,,m bisa kami layani
Ini akan menambah deretan mak-simal," p""gLar"ta." ---
tujgh_ pasar tradisional yang Sementara-itu, Agus
sudah melgantongi statui salah satu pedagang sEm_
pasartertlh ukuryakniPasar bako di pasar"TaE"n"r,
'l abanan, Pasar Kediri,,Pasar mengatakan, kegiatan tera
Kerambitan, Pasar Marga, ulang sangat pJnting dan
Pasar .Baturiti, Pasar ?u- menguntu-ngkin lagl air_
p.-uan dan Pasar Penebel. inyaiebagaipedagan!.Apa_
"Untuk Pasar Bajera, proses lagi pedaga"g ,"-""ai""i i!.-
awal sudah pendataan dan kadang tidak sadar bahwa
sudah_ diajulan ke Direk- timbarigan miliknya n""an!
torat Metrologi, Bandung. tepat dilam hal uiuran.
Selanjutnya akan ada tahap a'Ju1ur saja kegiata., i""u
sosialisasi ke pedagang- dan ini sangat mengrintungkan,
peng-elola pasar, barulah di- kareni pembeli bias"anya
lakukan tera ulang di pasar habis beii bar'ang juga ikli
tersebut dan dievaluasi oleh nimbang di rumihnfa. Ka-
pusat," terangnya. - lau lebih, mereka pastinyaTerkait keterbatasan tidakbakalbilang, tetapijila
pelayanan ke tingkat pasar, kurang, bisa jadi"malah buat
prnaKnya mengrmbau peda- nama kami sebagai pedagang
gangdata.ng ke. kantor Dis- jelek. Ngomong'di belaking]
perin/ag. "Jadi itu bagi mer- b*in tenitanian pembell';
*a yang memang mendesak ucapnya. (kmb2g) :

tahun dan denda RP 1 juta.
Lalu, UU No. 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Kon'
sumen juga ada ancaman
pidana tr tahun serta denda
Rp 2 miliar.

Dikatakan ArYa. arlg' '
saran tahun ini sangat ter-
f,atas yakni RP 59 juta dan
dari ji.rmlah itu sebanYak
Rp 23 iuta di antaranYa un-
tuk keeiatan kalibrasi' Hal
ini jelis mengak-ibatkan
pelavanan tera ulang tak
Lisa-maksimal. Pelayanan
tak akan mampu menyasar
alat ukur di seluruh Pasar
tradisional di KabuPaten
Tabanan.

n "Tahun lalu anggarannYa
kalau tidak salah RP 98 juta
dan itu bisa untuk sidang
tera di 10 Pasar Yang kita
sasar. Tahun ini karena
anggaran terbatas. hanYa
3 iisar saja bisa dilaYani
yakni Pasar Tabanan, Pasar
i{ediri dan Pasar Paieta,"
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Realisasi Rp 1,6 UI

RetribYsi Pasar

DitaigetRp 3,5 M,

PEKEN ljogading di Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan/Kabupaten
Jembrana, Minggu (3/2). Pasar ini belum ikut menyumbangkan PAD

-ke 
Pemkab Jembrana.

Diskoperindag
telah mengajukan

revisi Perda
Jembrana Nomor
-' 31 Tahun 2011

dagJ Jembrana mulai 2018lalu,
pendapatan asli daerah (PAD)
dari sektor retribusi pasar be-
lum memenuhi harapan. Dari
target retribusi pasar sebesar
Rp 3,5 miliar pada tahun 2018,
baru dapat terealisasi sebesar
Rp 1,6 miliar atau sekitar 45
persen.

Kepala Dinas Koperindag
lembrana Made Gede Bud-
hiarta, mengatakan dalam
mengawali pengelolaan pasar
mulai 2018, memang ditemui
sejumlah kendala. Pengelolaan
pasar membutuhkan proses,
terutama pembenahan ter-
hadap berbagai aspek seperti
sumber daya manusia (SDM),
tata kelola, termasuk regulasi.

"Banyak persoalan yang
kami hadapi sejak mulai pe-
nyerahan itu, seperti perilaku
dan budaya kerja. Waktu pera-
lihan pengelolaan pasar, kami
juga menerima limpahan 63
pegawai dari Perusda," kata
Budhiarta, Minggu [3/2).

Menurutnya, dalam men-
gelola retribusi pasar, ada hal

mendasar yang membedakan
pengelolaan antara Perusda
dengan dinas. Jika Perusda,
yang menjadi fokus adalah
profit oriented. Sementara
ketika dikelola langsung dinas,
ada kewajiban meningkatkan
pelayanan masyarakat, baik
untuk pedagang maupun pem-
beli, yang nantinya bermuara
terhadap peningkatan PAD.
Untuk meningkatkan pelayan-
an terhadap masyarakat, telah
dilakukan revitalisasi pasar.
"Dari 10 pasar yang kami ke-
lola, 9 sudah direvitalisasi.
Hanya Pasar Umum Negara
yang belum," imbuhnya.

Kemudian dari sisi tata
kelola pasar, kata Budhiarta,
sampai saat ini belum ter-
bentuk unit pelaksana teknis
(UPTJ. Terkait UPT yang akan
bertanggungjawab terhadap
pengelolaan pasar, dan nanti-
nya membawahi para kepala
pasar, diharapkan sudah bisa
terbentuk tahun 2019 ini.
Pembentukan UPT itu dinilai
penting menyangkut PAD dari

tentang
Jasa Umum.
Namun re.visi

perda tersebut
belum mendapat
persetujuan dari

DPRD.

NEGARA, NusaBali
Pascadiserahkannya penge-

lolaan pasar dari Perusahaan
Daerah (Perusda) fembrana
kepada Dinas Koperasi, Usaha
Kecil Menengah, Perindustrian
dan Perdagangan (Koperin-
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sektor retribusi pasar yang
tetap ditargetkan sebesar Rp
3,5 miliar di 2019 ini.

"Struktur UPT sudah iadi.
Untuk pengisiannya tergan-
tung policy (kebijakan) Pak
Bupati. Setelah UPT terbentuk,
kami harapkan pencapaian
PAD bisa lebih tinggi. Apalagi
tahun ini, kami mengarah pada
program untuk menciptakan
pasar sehat dan tertib ukur,
dan tahun 2020 kami men-
argetkan ada 2 pasar berpre-
dikat SNI fStandar Nasional
Indonesia) yakni Pasar Tegal-
cangkring dan. Pasar Banjar
Tengah," ungkapnya.

Di samping berbagai per-
soalan tersebut, regulasi juga
menjadi salah satu aspekpent-
ing. Di .2018 lalu, pihaknya
telah mengajukan revisi Perda
f embrana Nomor 31 Tahun
2011 tentang Retribusi Jasa
Umum. Namun revisi nerda
tersebut belum mendapat
persetujuan dari pihak DpRD
Jembrana, yang meminta di-
lakukan penyempurnaan ter-

hadap sejumlah komponen di
dalam perda yang jugi menga-
tur sejumlah sektor retribusi.

"Dalam revisi perda tentang
Retribusi fasa Umum wakti
ini, sebenarnya kami sudah
siapkan kajian akademis dari
sektor pasar. Tetapi regu-

dan .pelataran. di pasar, yang
masih disamakan nilai retril
busi .har.iannya. Seharusnya,
tant itu harus dirasionalisisi,
karena. fasilitas yang didapai
berbeda. Seharusnya, tjrif
menyangkut retribusi itu juga
perlu.direvisi setiap tiga tairtiir,
rerapl selama ini tidak pernah
ada revisi terhadap perda Jem-
orana Nomor 31 Tahun 2011
tersebut.

, Sampai saat ini, peken ljoga_
ding yang berada ai bjwih
pengelolaan Dinas Koperindag
Jembrana sejak diresmikai
taht:n 2014 lalu, iuga belum
menyumbangkan pAD sek_
tor retribusi pasar, karena
memang belum masuk dalam
regulasi tersebut.',peken Ijoga_
ding sampai sekarang bel;m
masuk perda, sehingga tidak
ada retrjbusi pasarnya. Ka_
rau sudah masuk nanti, kami
berencana lakukan segmen_
tasi pedagang dan kom-oditas
antara Pasar Umum Negara
dan Peken Ijogading,,, [ata
Budhiarta. 6r ode

lasinya itu juga banyak sektor,
dan ada beberapa sektor yang
masih diminta kelengkapan !

kajian akademisnya," kata i

Budhiarta. ,

- Sebenarnya, sambung Bud- i

hiarta, memang ada tarif yang i

tidak rasional antara kios, los, i
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f)uaOknumPolPP
Akhirnya Dipindah

NEGARA - Dua oknum Satpol
PP yang terlibat pungutan liar
akhirnya dinonjobkan dan
dipindahtugaskan. I Komang
Putra Astika, selain tidak diberi
jabatan dipindahtugaskan
menjadi staf di perpustakaan
daerah dan I Nyoman
Darmada masih di Satpol PP
|embrana, tetapi sebagai staf
seksi Kebakaran.

Bupati lembrana I Putu Artha
menegaskan, hasil kajian

dari inspektorat Jembrana
sudah memastikan bahwa dua
oknum tersebut melakukan
pelanggaran administrasi.
Sghingga, pembina pNS
mengeluarkan sanksi
administrasi sesuai dengan
aturan yang berlaku. Yakni
nonjob dan dipindahrugaskan.
Menurut bupati, dua

oknum tersebut beruntung
kasusnya diserahkan pada
pemerintah daerah. Pasalnya,

pelanggalan masuk kategori
barat, jika ditindaklanjuti
aparat penegak hukum sudah
pasti akan diberhentikan
sebagai ,fNS karena
petanggarannya masuk
ranah Tipikor. "-Karena ini
diserahkan pada pemkab,
maka pelanggaran hanya
adminisrrasi dengan saisi
sesuai aturan di nonjobkan

HUKUMAN: Bupati Jembrana (tengah) didamping Sekda Jembrana I Made Sudlada (kanan) dan Kesatpol PP
Jembrana lGusti Ngurah Rai Budhi (kiri) saat memberikan keterangan pada media.

tidak lagi menj abati' tegasnya.
Namun sanksi untuk

kedua oknum tersebut' 
berbeda, I Komang Putra
Astika yang sebelumnya
menjadi Kasubag Umum
dan Kepegawaian
Satpol PP Jembrana,
dipindahtugaskan ke Dinas
Perpustakaan dan KearsiPan
Jembrana. "Ditugaskan ke
perpustakaan, untuk belaj ar
rnembaca kembali lfuf 't

yang ada, jadi biar lebih
disiplin," ujarnya.
Sedangkan I Nyoman

Darmada yang sebelumnya
sebagai staf Bidang Penegakan
Perundang Undangan
Daerah Satpol PP Jembrana,
dipindahkan seksi kebakaran
bidang perlindungan
masyarakatyang juga di Satpol
PP Jembrana. "Karena tidak
menjabat, tetap sebagai staf

_ dandipindahkani ungkapnya.

Bupati mengingatkan
Kasatpol PP Jembrana I Gusti
Ngurah Rai Budhi untuk
melakukan pembinaan
pada anggotanya. Karena
apabila kembali terulang
untuk keempat kalinya,
oknum Satpol PP tertangkap
pungli nlaka sanksi akan
dinaikkan. "Paling tidak
atasannya kena juga, karena
dinilai tidak memberikan
perhatian pada stafnya.
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Selain Ornamen, Pintu Gerbang Kayu pun Rusak
Pengerjaan KR Jagatnata Masih n,|ia penierihiraan

Harus ditindaklanjuti juga
atasannya," tegasnya.
Seperti diberitakan

sebelumnya, dua orang
oknum Satpol Pp Iembrana
Nyoman Darmada dan
I Komang Putra Astika
ditangkap tim saber pungli
dari Satreskrim polres
Iembrana saat melakukan
pungli pada penghuni kos.
Uang pungli yang disebut
uang pengertian tersebut
sebanyak RP 350 ribu
diamankan dari kedua
pelaku. Namun kedua pelaku
tidak diproses hukum pidana,
melaink4n diserahkan pada
Inspektorat |embrana untuk
diberikan sanksi sesuai
dengan aturan mengenai
aparatur sipil negara.

Mengenai ulah dua oknum
tersebut, menambah panjang
kasus pungli yang dilakukan
oknum Satpol Pp. Total
sudah ketiga kalinya oknum
Satpol PP diciduk tim saber
pungli. Karena itu, bupati
menegaskan akan memberi
sanksi berupa non Job dan
dipindah tugaskan. Bahkan
bupati menyebut track record
salah satu oknum memang
sudah tidak baik sejak sebelum
dipindahkan ke Satpol pp
Iembrana. (bae/dit)


